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Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik kelompok manusia yang terorganisir untuk
merebut atau mempertahankan kekuasaan, dengan maksud mensejahterakan anggotanya,
baik untuk kebijaksaanaan keadilan, maupun untuk hal-hal yang bersifat materil. Sementara itu,
R. H. Soltau mengemukakan definisinya tentang partai politik sebagai kelompok warga negara
terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan
kekuasaannya untuk memilih, dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan
kebijakan umum yang mereka buat.

  Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik, menyebutkan ada tiga
teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang
melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi
historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi
krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan
yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

Teori yang pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif)
karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan)
untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat.
Setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain
yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik yang terakhir ini biasanya dibentuk oleh
kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian bahwa partai
politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan
mereka. 

Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami
masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana
menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai
perubahan, seperti pertambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan
pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media,
urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru, dan
munculnya gerakan-gerakan populis.

Perubahan-perubahan itu menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi, integrasi, dan
partisipasi. Artinya, perubahan- perubahan mengakibatkan masyarakat mempertanyakan
prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah; menimbulkan
masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa; dan
mengakibatkan timbulnya tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik.
Untuk mengatasi tiga permasalahan inilah partai politik dibentuk. 

Teori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi
berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi,
urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok
kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi
lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu
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memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi, partai politik merupakan
produk logis dari modernisasi sosial ekonomi.

Jika kita telusuri dari sejarah kelahiran partai politik, pada mulanya ia terinspirasi oleh
bagaimana sejatinya elemen kemasyarakatan menyalurkan aspirasinya kepada penguasa. Hal
tersebut terjadi disejumlah negara Eropa yang menganut sistem monarki, dimana kekuasaan
atas negara dan pemerintahan secara absolut dipegang oleh kerajaan yang berkuasa secara
mutlak. Untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam kekuasaan negara yang begitu kuat, oleh
segolongan masyarakat kemudian menggabungkan dirinya dalam kelompok-kelompok untuk
secara bersama-sama menyalurkan aspirasinya, yang dalam perkembangannya
kelompok-kelompok itu kemudian mendapatkan pengakuan dalam sistem politik kenegaraan,
kemudian disebut dengan “Partai Politik”.
Pada perkembangan selanjutnya, partai politik tidak lagi diorientasikan semata untuk
penyaluran aspirasi, tetapi pada prakteknya juga dimanfaatkan oleh elitnya untuk menjadi
instrumen pencapaian posisi dan kedudukannya di lembaga formal, baik di lembaga perwakilan
aspirasi pendukungnya (legislatif), maupun di jajaran pemerintahan (eksekutif), dengan
argumentasi bahwa aspirasi yang disampaikan hanya mungkin efektif pencapaiannya, jika
kedudukan dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif dapat diraih, kekuasaan legislatif dan
eksekutif inilah yang difungsikan untuk mensejahterakan pendukung dan anggotanya.

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik maka
partai politik telah lahir, dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan
pemerintah. Bahkan partai politik dianggap sebagai perwujudan atau lanibang negara modern.
Oleh karena itu, hampir semua negara demokrasi maupun komunis, negara maju maupun
negara berkembang memiliki partai politik. Persoalannya kemudian adalah, seberapa besar
partai politik mendapat dukungan dari masyarakat melalui program dan kerja nyata
pemberdayaan yang mensejahterakan mereka, bukan sekedar manipulasi opini semata.
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